
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PHNDIDIKAN
J|. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp.ff ax (0261 ) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2Alep. Sis-Disditueo19

Ten'ang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI TARUNA MEKAR
Dibawah Nainngan YPLP PAUD DAN DIKMAS PGRI

Menimbang                    :      a.    bahwa    Pendidikan    adalah    tanggung   jawab    keluarga,    masyarakat    dan

pemerintah;
b.    bahwa    untuk    membantu    meningkatkan    partisipasi    masyarakat    dalam

pelcksanaan  pemerataan  pendidiken,  YPLP  PAUD  DAN  DIKMAS  PGRI
PROV JABAR KAB.  SUMEDANG yang beralamat di Sumedang    telah
mendirikan  TK  PGRI  TARUNA  MEKAR    dengan  semua  pcrsyaratan
pendirian sudah terpenuhi;  .

c.   bahwa  sesuni  pertimbangan   huruf  a  dan  b  ,     dipandang  perlu  ditetapkan
dengan  Keputusan  Kepala  Dines  Pendidikan  Kabupaten  Sumedang  tentang

pemberian ljin opeusional kepada TK PGRI TARUNA MEKAR.     '

Mengingat :       I.    Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  tentang  sistem pendidikan  Nasional
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan
Lembarm Negan Republik Indonesia Nomor 4301);

2.    Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Peldyanan Publik (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan  Lerhoaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);        .

3.    Undang-unding   Nomor   5   tahun    2014   tentang   Aparatur   Sipil   Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tchun  2014  Nomor  6,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4.    Undang-undang   Nomor   23   tahun   2014   tentang   Pemerintahan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4 Nomor 244, Tambchan
Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Nomor   5587),   sebagaimana   telah
diuball  dengan  Perafurun  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tchun 2014 tentang Perubchan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014
tentang Pemeritltahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor 246, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
5589);

5.    Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlinduhgan Anak;
6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 41  Tahun  2007  tentang Organisasi  Perangkat

Dacrah   (Lembaran  Negara   Republik   Indonesia  Tchun   2007  Nomor   89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

7.    Peraturan Pemerintah Nomor  96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelay8nan Publik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  215,  TaiTibahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

8.    Peraturm   Pemerintah   Nomor   19   tahun   2005   tentang   Stendar   Nasional
Pendidikan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tchun  2005  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telch  beberapa k8li diubch terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor  13
'Tchun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Pemfu"i Pemerintah Nomor  19

Tchun   2005    tentang    Standar   Nasional    Pendidikan   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  45,  TaiTlbahan  Lemberan  Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);



Memperhatikan

9.     Peraturan  Pemerintah  Nomor   19  tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

|o.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   |7   Tahun   2010   tentang   Pengelolaan   dan
Penyelenggaraan   Pendidikan  (I,embaran  Negara  Tchun  2010  Nomor  23,
Tambchan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   66   Yahun   2010   tentang   Perubahan   alas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   17   Tahun   2010   tentang   Pengelolaan   dan
Penyelengganan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Tahun   2010  Nomor   112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

I I.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 lentang Wajib Belajar,
12.  Peraturan Pemerinta.h Noinor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13.  Keputusan Presiden Nomor 25  tchun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Daerah §ebagai Daerah otonom;    ,
14.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  57  Tchun  2007  tentang  Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15.  Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan   Nomor   84   tahun   2014

tentang Pendirian Saturn Pendidikan Anck Usia Dil`i;
16.  Ke|)utusan   Menteri    Pendidiken   Nasional   Nomor   :   060ru/2002   tentang

Pedoman Pendirian Sekolah;
17.  Peraturun   Daerah   Kabupaten   Sumedang   Nomor  9   Tchun   2014   tentang

Pembenfuhan     Organisasi     PeTangket     Daerah     Kabupaten     Sumedang
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tchun 2014 Nomor 9);

18.  Peraturan   Daerah  Nomor  3   Tahun  2005   tentang  Pengelolaan   Pendidikan
Daerali Kabul)aten Sumedang;

19.  Peraturan  Daerah Nomor  11  Tahun 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

20.  Peraturan   Daerah  Nomor   5   Tchun   2017   tentang  Uraian  Tugas  Jabatan
Str`iktural Peda Dines Pendidikan Kabupaten Sumedang;

21.  Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor   I   Tahun  2017  tentang  Pembentukan
Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelcksana  Teknis  P8da  Perangkat
Daerah.

a.   £o¥emNb:r!:So ,¥.  :e#tan'Tg°A£Hi'e#£#. K;iL¥°Birvi) 2D°ANtoBifeakA2;

PROV  JABAR.   S.K.  Menteri  Hukum  dan   Hak  Asasj  Manusia  Republik
Indonesia   No.    AHU-0026972.AH.OI.04        Tahun        2015    Tanggal,    27
Nopember 2015.

b.    Keputusan     Kepala     Dinas     Pendidikan     Dan     Kebudayaan     Kabupaten
Sumedong  Nomor  :  421.10AIep  206/Dikbud/2015  Tanggal  06  April  2015
tentang  ljin   Pendirian   Dan   Penyelenggaraan   Tam8n   Kanak-Kanak  (TK)
PGRI TARUNA MEKAR.

C.     Surat    Permohonan    dari    UPT    Kantor    Dinas    Pendidikan    Kecamatan
Jatinunggal . Nomor : 421.2/733-UPTrao 19, Tanggal, 08 April 2019



MEMUTUSRAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

.      Memberi  ljin  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  yang
ban kepada :
Nana Yayasan             : YPLP PAUD DAN DIKMAS PGRI
Nana sekolah              : TK PGRI TARUNA MEKAR
Alamat                             : Dsn.Cirayun RT 03 RW 03   Ds.  Banjarsari

Kecamatan Jati nunggal.
Kabupaten Sumedang.

:     Taman  Kanck-Kanak  (TK)  sebagaimana  tersebut  pada  diktum  pertama
wajib   menyampaikan   laporan   secara   berkala   kepada   Kepala   Dinas
Pendid ikan Kabupaten S umedang.

KETIGA                       :     Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan  ketentuan

apabila  temyata  terdapat   kekeliruan  atau   kesalchan   didalannya   akan
diadakan perubchan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sunedang
Pada tanggal   : `` April 2019

NIP.196605161986091001

Tembusan :
I .   Yth. Bapck Bupati Sumedang ( Sebagai laporan);
2.   Yth. Dirien PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3.   Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;
4.   Yth.Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;


